
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070);

l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4849);

Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat
Barang Dari dan Ke Kapal;

b. bahwa dalam rangka pembinaan dan penataan Tenaga
Kerja Bongkar Muat di pelabuhan, perlu dilakukan
penyempurnaan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke
Kapal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2015;

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 60 Tahun 2014 ten tang Penyelenggaraan
dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke
Kapal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2015, telah
diatur ketentuan mengenai Tenaga Kerja Bongkar
Muat;

Menimbang

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA

PERATURANMENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 93 TAHUN2015

TENTANG

PERUBAHANKEDUA ATASPERATURANMENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 60 TAHUN 2014 TENTANGPENYELENGGARAANDAN
PENGUSAHAANBONGKARMUATBARANGDARI DAN KE KAPAL

MENTERIPERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA



11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun
2014 ten tang Penyelenggaraan dan Pengusahaan
Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1817)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2015 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 352);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 93 Tahun
2013 ten tang Penyelenggaraan dan Pengusahaan
Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1523);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 36 Tahun
2012 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Otoritas Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 628);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun
2012 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68
Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1113);

5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
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Untuk mengurangi resiko tanggung jawab serta
menjamin pihak-pihak yang dirugikan, perusahaan
bongkar muat wajib mengasuransikan tanggung
jawabnya dan menggunakan anggota Tenaga Kerja
BongkarMuat (TKBM).

Pasa116

2. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(4) Ketentuan mengenai kelaikan peralatan bongkar
muat dan kompetensi tenaga kerja bongkar muat
serta pembinaan dan penataan tenaga kerja
bongkar muat di pelabuhan, diatur dengan
Peraturan Menteritersendiri.

(3) Tenaga kerja bongkar muat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)harus memiliki kompetensi di bidang
bongkar muat yang dibuktikan dengan sertifikat.

(2) Peralatan bongkar muat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan laik
operasi dan menjamin keselamatan kerja.

Pasal3

(1) Pelaksanaan kegiatan usaha bongkar muat barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
dilaksanakan dengan menggunakan peralatan
bongkar muat oleh tenaga kerja bongkar muat di
pelabuhan.

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 60 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan
Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari dan Ke Kapal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
1817), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2015 [Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 352), diubah
sebagai berikut:

Pasal I

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI
PERHUBUNGANNOMORPM 60 TAHUN2014 TENTANG
PENYELENGGARAANDAN PENGUSAHAANBONGKAR
MUATBARANGDAR!DANKEKAPAL.

MEMUTUSKAN:
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Salinan sesuai dengan aslinya

KEP/t.IJ}U~ ~ANKSLN,

SRILESTARIRAHAt
Pembina Utama Muda (IVIe)
NIP. 19620620 198903 2 001

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2015
MENTERI HUKUM DANHAKASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNAH. LAOLY

BERITANEGARAREPUBLIK INDONESIATAHUN2015 NOMOR 760

MENTERIPERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2015

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri im dengan
Penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri iru mulai berlaku pad a tanggal
diundangkan.

Pasal II
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